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ABSTRACT

Studi ini meneliti prosedur administratif dan operasional yang mengatur
keberangkatan dan kedatangan kapal di Unit Pelayanan Pelabuhan Feri Singkil
(Satpel), Aceh, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urutan proses
administratif, teknis, dan koordinasi antarlembaga yang melibatkan Kepala
Pelabuhan, operator kapal, Kantor Karantina, Bea Cukai, dan Polisi Perairan untuk
memastikan operasi maritim yang aman, terjamin, dan efisien. Data dikumpulkan
melalui observasi lapangan dan analisis dokumen dalam lingkungan operasional
Pelabuhan Feri Singkil. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas layanan
pengurusan kapal sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga dan
kelengkapan dokumentasi kapal. Keterlambatan umum terutama disebabkan oleh
kurangnya disiplin di antara operator kapal dalam menyerahkan dokumen yang
diperlukan dan oleh integrasi sistem yang terbatas antarlembaga. Masalah-masalah
ini mengakibatkan waktu pemrosesan yang lebih lambat dan mengurangi keandalan
operasional. Studi ini merekomendasikan peningkatan kepatuhan operator melalui
pengawasan yang lebih ketat, peningkatan digitalisasi prosedur administratif, dan
penguatan kapasitas sumber daya manusia di Satpel. Langkah-langkah ini
diharapkan dapat memperlancar proses pengurusan, meminimalkan keterlambatan,
dan menegakkan standar keselamatan maritim.

This study examines the administrative and operational procedures governing ship
departure and arrival at the Singkil Ferry Port Service Unit (Satpel), Aceh,
Indonesia. The research aims to analyze the sequence of administrative, technical,
and inter-agency coordination processes involving the Harbourmaster, vessel
operators, Quarantine Office, Customs, and the Water Police to ensure safe,
secure, and efficient maritime operations. Data were collected through field
observations and document analysis within the operational environment of Singkil
Ferry Port. The findings indicate that the effectiveness of vessel clearance services
is strongly influenced by the quality of coordination among agencies and the
completeness of vessel documentation. Common delays are primarily caused by
insufficient discipline among vessel operators in submitting required documents
and by limited system integration among institutions. These issues result in slower
processing times and reduced operational reliability. The study recommends
enhancing operator compliance through stricter monitoring, improving the
digitalization of administrative procedures, and strengthening human resource
capacity within the Satpel. These measures are expected to streamline clearance
processes, minimize delays, and uphold maritime safety standards.

This is an open access article under the CC—BY-SA license.

Pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, 4(3) 14424-14429. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4679

PENDAHULUAN

Pelabuhan penyeberangan memegang peran strategis dalam mendukung konektivitas
antarwilayah, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia yang lebih dari 70% wilayahnya
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merupakan perairan. Pelabuhan Penyeberangan Singkil merupakan salah satu simpul transportasi
penting di wilayah barat Indonesia, khususnya dalam melayani mobilitas manusia dan distribusi barang
menuju dan dari Pulau Banyak. Dalam pelaksanaan operasionalnya, pelabuhan ini berada di bawah
koordinasi Kantor Satuan Pelayanan (Satpel), yang bertanggung jawab terhadap pengawasan,
pengaturan, dan pelayanan administratif keberangkatan serta kedatangan kapal. Efisiensi prosedur di
Satpel sangat menentukan kelancaran pelayanan publik, keselamatan pelayaran, dan efektivitas arus
logistik regional.

Namun di lapangan, pengurusan keberangkatan kapal masih menghadapi berbagai hambatan
administratif dan teknis. Keterlambatan penyampaian dokumen, kurangnya sinkronisasi jadwal antara
operator kapal dan otoritas pelabuhan, serta variasi pemahaman prosedur di antara pemangku
kepentingan menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih panjang dan menurunkan kualitas pelayanan.
Penelitian Tseng & Pilcher (2021, p.112) menunjukkan bahwa pelabuhan dengan koordinasi lintas-
lembaga yang lemah berpotensi mengalami efisiensi operasional rendah dan peningkatan biaya logistik.
Hal yang sama terlihat di Singkil, di mana disiplin pengajuan dokumen dan struktur komunikasi
antarinstansi belum sepenuhnya optimal.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Osborne (2020, p.45) yang menegaskan bahwa
efektivitas pelayanan publik dalam sektor transportasi sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga
serta penerapan prinsip New Public Governance. Dengan demikian, permasalahan di Singkil bukan
hanya teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan tantangan tata kelola sektor publik. Selain itu, lida
(2023, p.77) dalam studinya tentang Port Community System (PCS) membuktikan bahwa integrasi
digital dan verifikasi daring dapat memangkas waktu clearance hingga 30-40%. Hal ini menunjukkan
bahwa digitalisasi administrasi di pelabuhan Singkil merupakan solusi strategis yang perlu
dipertimbangkan.

Dari perspektif regulasi, Dong et al. (2022, p.19) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap
ketentuan keselamatan pascapandemi memerlukan proses verifikasi dokumen yang lebih ketat dan
sistematis. Di Indonesia, kerangka hukum tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2020 yang
mengatur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berbasis digital. Oleh sebab itu, kajian mengenai
implementasi prosedur keberangkatan kapal di Satpel Singkil menjadi relevan dan signifikan, baik
secara teoritis maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama yang muncul adalah bagaimana efektivitas
pelaksanaan prosedur pengurusan keberangkatan kapal di Kantor Satpel Singkil, serta sejauh mana
pelaksanaannya telah sesuai dengan regulasi nasional dan prinsip keselamatan pelayaran. Alternatif
solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan disiplin operator kapal dalam pengajuan dokumen,
penguatan koordinasi antarinstansi, integrasi sistem digital administrasi pelabuhan, serta peningkatan
kompetensi sumber daya manusia Satpel. Dari alternatif tersebut, penelitian ini memilih fokus pada
evaluasi implementasi prosedur yang berlaku dan rekomendasi berbasis bukti untuk memperbaiki
efisiensi dan transparansi layanan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif prosedur pengurusan keberangkatan
kapal di Satpel Pelabuhan Penyeberangan Singkil dengan menilai efektivitas pelaksanaan layanan,
kepatuhan terhadap regulasi pelayaran, serta hambatan yang muncul pada tataran administrasi dan
operasional. Manfaat penelitian ini diharapkan meliputi: (1) bagi penulis, memberikan pemahaman lebih
mendalam mengenai tata kelola layanan keberangkatan kapal; (2) bagi pembaca, memberikan wawasan
ilmiah tentang pentingnya efisiensi dan kepatuhan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut; dan
(3) bagi instansi pelabuhan, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas prosedur,
mengoptimalkan koordinasi lintas-lembaga, dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka tentang efektivitas tata kelola pelabuhan
berbasis kolaborasi (Tseng & Pilcher, 2021), teori New Public Governance (Osborne, 2020), teori
integrasi digital dalam komunitas pelabuhan (lida, 2023), serta teori kepatuhan keselamatan pelayaran
(Dong et al., 2022). Keempat pendekatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aspek
administratif, teknis, digital, dan regulatif yang mempengaruhi proses keberangkatan kapal. Sementara
itu, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan Satpel sebagai aktor kunci yang mengoordinasikan
verifikasi dokumen, pemeriksaan kelayakan kapal, dan penerbitan izin berlayar (SPB) melalui
koordinasi dengan Syahbandar dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk
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melihat sejauh mana proses tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan keselamatan
sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji
secara mendalam pelaksanaan prosedur pengurusan keberangkatan kapal pada Kantor Satuan Pelayanan
(Satpel) Pelabuhan Penyeberangan Singkil. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada
proses administratif dan operasional yang terjadi secara natural di lingkungan pelabuhan, serta
memerlukan pemahaman mendalam mengenai interaksi antarinstansi dan implementasi regulasi yang
mengatur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebagaimana dinyatakan Creswell (2018, p. 45),
penelitian kualitatif relevan digunakan untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang alamiah dan
menafsirkan makna yang diberikan oleh para pelaku.

Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2025 di area pelayanan Kantor Satpel
Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Aceh. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan pusat
administratif yang menangani seluruh proses keberangkatan kapal, mulai dari pengajuan dokumen oleh
operator hingga verifikasi akhir oleh Syahbandar. Target penelitian mencakup seluruh aktivitas
pelayanan keberangkatan kapal, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen, koordinasi lintas-
instansi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur. Subjek penelitian
terdiri atas petugas Satpel, pejabat Syahbandar, operator kapal, dan instansi pendukung seperti
Karantina, Bea Cukai, serta Kepolisian Perairan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling
berdasarkan peran dan relevansi informasi yang dimiliki (Patton, 2015, p. 53).

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal meliputi observasi
pendahuluan untuk memahami konteks operasional dan mengidentifikasi aspek yang menjadi fokus
utama penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data lapangan, yang dilakukan melalui
observasi non-partisipatif terhadap alur pelayanan keberangkatan kapal serta wawancara semi-
terstruktur dengan informan kunci. Observasi dilakukan untuk mencatat peristiwa, aktivitas, dan urutan
kerja yang berlangsung dalam proses penerbitan SPB, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali
perspektif petugas terhadap efektivitas prosedur, kendala teknis, dan dinamika koordinasi antarinstansi.
Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap regulasi terkait, seperti Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2020,
serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keberangkatan kapal.

Instrumen penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan format pencatatan
dokumen yang berfungsi untuk mengorganisasi data selama proses pengumpulan informasi. Data yang
diperoleh terdiri atas data primer hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumen
resmi dan rujukan literatur. Proses pengumpulan data dilakukan secara simultan dengan analisis awal
untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan memadai.

Analisis data menggunakan metode analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan
Huberman (2014, p. 33), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi
dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama terkait prosedur administratif, aspek teknis, dan
dinamika koordinasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan pola,
hubungan, dan fenomena yang muncul dalam praktik pengurusan keberangkatan kapal. Tahap penarikan
kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta
mengaitkan temuan dengan tujuan penelitian, teori, dan regulasi yang melandasi prosedur pelayanan
pelabuhan.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian menggambarkan secara komprehensif
bagaimana prosedur keberangkatan kapal dilaksanakan, faktor penghambat yang muncul, serta sejauh
mana pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keselamatan
pelayaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan petugas
pelabuhan, serta analisis dokumen resmi menunjukkan bahwa proses pengurusan keberangkatan dan
kedatangan kapal di Kantor Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Penyeberangan Singkil berjalan sesuai
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dengan kerangka regulasi keselamatan pelayaran. Namun, terdapat sejumlah hambatan administratif dan
koordinatif yang menjadi faktor utama penyebab keterlambatan pelayanan. Pembahasan berikut disusun
untuk menggambarkan secara mendalam kondisi aktual di lapangan serta faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas pelayanan.

Secara umum, prosedur pelayanan kapal di Satpel Singkil terdiri atas tiga tahapan, yakni verifikasi
administrasi, pemeriksaan teknis (kelaiklautan kapal), dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Pada tahap verifikasi administrasi, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang
meliputi dokumen identitas kapal, sertifikat keselamatan, sertifikat awak kapal, dokumen muatan, dan
manifest penumpang. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini menjadi titik kritis yang paling sering
mengalami hambatan. Sebagian besar operator kapal tidak mengajukan dokumen tepat waktu atau
menyertakan berkas yang belum diperbarui. Kondisi ini menyebabkan penundaan proses verifikasi dan
memengaruhi kelancaran tahapan berikutnya. Selain itu, manifest penumpang sering kali memerlukan
revisi karena terdapat ketidaksesuaian data antara laporan operator kapal dan data yang dicatat pada
terminal.

Pada tahap pemeriksaan teknis, Syahbandar dan petugas operasional melakukan inspeksi
menyeluruh terhadap kondisi kapal. Pemeriksaan meliputi kelaikan mesin, peralatan navigasi,
pelampung, life jacket, alat pemadam kebakaran, lampu navigasi, serta kesesuaian muatan dengan
kapasitas kapal. Berdasarkan observasi, sebagian besar kapal telah memenuhi standar minimal
kelayakan teknis. Namun, penelitian menemukan bahwa keterlambatan pemeriksaan teknis lebih banyak
disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah kapal yang harus dilayani, terutama
pada waktu sibuk seperti musim liburan, akhir pekan, dan ketika kondisi cuaca menuntut pemeriksaan
tambahan. Kurangnya personel menyebabkan antrean pemeriksaan teknis menjadi panjang, yang
berimbas pada keterlambatan pemberian izin berlayar.

Koordinasi antar instansi terkait antara lain Syahbandar, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bea
Cukai, dan Kepolisian Perairan merupakan aspek penting lain yang memengaruhi efektivitas
operasional. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi telah terjalin, namun masih bersifat sektoral
dan belum terintegrasi penuh. Misalnya, proses pemeriksaan kesehatan oleh Karantina sering kali tidak
sinkron dengan jadwal pemeriksaan teknis kapal, sehingga petugas harus menunggu penyelesaian
pemeriksaan dari instansi lain sebelum melanjutkan proses administratif. Kondisi ini tidak hanya
memperlambat pelayanan tetapi juga menimbulkan ketidakpastian waktu bagi operator kapal.
Ketidaksinkronan sistem manual yang digunakan oleh masing-masing instansi membuat informasi
kedatangan, pemeriksaan, dan pengesahan dokumen tidak dapat dipantau secara real time.

Dari hasil dokumentasi diketahui bahwa pada aspek administrasi terdapat ketergantungan yang
cukup besar pada proses manual dan penggunaan formulir fisik. Hal ini berdampak pada tingginya
potensi kesalahan input data, pengulangan pekerjaan, serta perbedaan data antar instansi. Beberapa
petugas menyampaikan bahwa digitalisasi proses administrasi akan membantu mempercepat alur
pelayanan, namun hingga saat penelitian berlangsung, implementasinya masih terbatas. Temuan ini
sejalan dengan studi literatur yang menyebutkan bahwa digitalisasi layanan pelabuhan berkontribusi
signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kesalahan dokumen.

Hambatan berikutnya yang ditemukan adalah tingkat kedisiplinan operator kapal. Banyak
operator yang mengajukan permohonan izin berlayar dalam waktu yang sangat dekat dengan jadwal
keberangkatan, sehingga proses verifikasi dokumen tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.
Selain itu, sebagian operator belum memahami secara penuh ketentuan terbaru terkait dokumen
pelayaran, sehingga memerlukan penjelasan ulang dari petugas, yang pada akhirnya memperpanjang
waktu pelayanan. Hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sosialisasi rutin
kepada operator kapal mengenai standar operasional prosedur (SOP) keberangkatan dan kedatangan
kapal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan di Satpel
Pelabuhan Penyeberangan Singkil dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kualitas koordinasi antar
instansi yang masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan dapat berjalan secara lebih terintegrasi.
Kedua, kedisiplinan operator kapal yang berpengaruh langsung terhadap kelengkapan dokumen dan
ketepatan waktu pelayanan. Ketiga, kapasitas SDM dan sistem administrasi di Satpel, yang masih
bertumpu pada metode manual sehingga membutuhkan penguatan kompetensi digital serta penerapan
sistem informasi terintegrasi. Penguatan pada ketiga faktor ini diharapkan dapat meningkatkan
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kecepatan pelayanan, mengurangi potensi hambatan administrasi, serta memastikan seluruh proses
pengurusan keberangkatan dan kedatangan kapal berlangsung sesuai standar keselamatan pelayaran
yang berlaku.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas proses pengurusan keberangkatan dan kedatangan
kapal di Satpel Pelabuhan Penyeberangan Singkil sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen kapal,
kinerja administrasi Satpel, serta koordinasi lintas-instansi. Secara umum, prosedur pelayanan telah
berjalan sesuai ketentuan keselamatan pelayaran, namun masih menghadapi berbagai hambatan
operasional yang bersifat administratif dan teknis.

Pertama, kelengkapan dan ketepatan waktu pengajuan dokumen oleh operator kapal merupakan
faktor krusial yang menentukan kelancaran proses verifikasi administrasi. Ketidakdisiplinan operator
dalam menyiapkan dokumen menyebabkan penundaan pada tahap awal pelayanan. Kedua, kapasitas
sumber daya manusia dan keterbatasan jumlah petugas teknis turut memengaruhi cepat atau lambatnya
pemeriksaan kelaiklautan kapal. Pemeriksaan menjadi terhambat terutama pada periode lalu lintas
tinggi, sehingga memperpanjang waktu tunggu penerbitan SPB. Ketiga, koordinasi antara Syahbandar,
Karantina, Bea Cukai, dan Kepolisian Perairan masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga alur
pemeriksaan antarlembaga berlangsung tidak sinkron dan sering mengakibatkan waktu tunggu yang
tidak efisien.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis.
Operator kapal perlu meningkatkan disiplin dalam pengajuan dokumen serta mengikuti sosialisasi rutin
mengenai prosedur keberangkatan dan kedatangan kapal. Di sisi lain, Satpel perlu memperkuat kapasitas
SDM dan mempercepat penerapan sistem administrasi berbasis digital yang mampu mengintegrasikan
seluruh proses lintas-instansi secara real time. Implementasi digitalisasi dan peningkatan kompetensi
petugas diyakini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi potensi kesalahan data, serta
memperkuat standar keselamatan pelayaran di Pelabuhan Penyeberangan Singkil.
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